
5. 

., l lndang-Uudaug Undang-undang Nornor 14 Tahun 1992 tentang Lalu 
Lintas clan Angkutan Jalan; 

.1. Undang-Und.mg Nornor 22 tahun 1999 icnrang Pcrncrini ah D:icr,1h 
(l .,:111h:1r:i11 N,.:gar;1 JU t.1111111 1 <)<)<) Nomor (10. 'L1111h,1ll;m I .,,111h;1r;1n ~,,g:1r;1 
No111i>r .'\IU<J): 

4. I .indang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentaug Perirnbangan Keuangan 
.mt.irn I'cmcrintnh Pus at clan Dacrah (T .crnharan Negara Rl rahun 1999 
:\0111or 72, Tnmbahan Lcrubaran Negara. lornor 3848); 
l .. lnclang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Unclang- 
1 '11d:11w 7",1111-.,r l R t:!111111 J<)C)7 tc11t;1111•. P:1.i:il, l):1,·r;1h d:111 Rc·f1·ih11"i 1);1,-r:1li 
( I ,·11d1;1r.111 >.Jcg;11.1 I~ I t.rlrun :1000 N111111,r .1·1<,. T:1111h.d1:111 I ,·11it,:1r:111 
;,k:gar;1 Nomor -Hl48); 

1. Undang-Unclang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab L'nclang-L'ndang 
Hukum Acara Pidana : 

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah clan Desentralisasi, 
Pernerintah Kota Padangsidimpuan didalarn pelaksanaan Pernerintahan clan 
Pembangunan perlu didukung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD); 

b. bahwa Retribusi rnerupakan salah satu sumber PAD Kota 
Padangsidimpuan; 

c. bahwa pelayanan Terminal Angkutan Penumpang Umum clan Angkuran 
Barang merupakan sesuatu hal yang harus dilaksanakan guna 
terlaksananya pembinaan, penataan, ketertiban clan pengawasan terhadap 
Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang serta sebagai sarana 
untuk umum untuk mempermudah diperolehnya Angkuran Penumpang 
Umum clan Angkutan Barang; 

d. bahwa pclayanan Terminal Angkutan Pcnumpang Umum d.m Angkuran 
Barang termasuk dalam Kewenangan Pemerinrah Daerah unruk mengarur 
dan menetapkannva. dalarn suaru Peraturan Daerah yang dalarn 
pclaksanaan Pclayanan Terminal mernburuhkan biaya Iisik clan 
operasional: 

e. bahwa pelaksanaan pelayanan Terminal Angkut an Penumpaug Limum clan 
Angkutan Barang dapat dijadikan sebagai salah saru sumber PAD Kora 
Paclungsidimpuan dari sektor Rerribusi ; • 

I. bahwa berdasnrkan pertimbangan a, b, c, cl clan e tersebur diatas, mil ka 
perlu diatur dan ditetapkan suaru Peraruran Daerah Kora Padangsidimpunn 
rcntang Rcuibusi Terminal Angkutan 1''-,m1111p:111~ Uuuuu lLl11 . xugkuum 
H;1ra11g : 

WALlKOTA PADA.:'iGSIDil\1PF.~'\ 

DE!'iGAN RAl:lMAT TUlL-\N YANG ~VlAHA ESA 

RETRIBUSI TERJV.UNAL A.~GKUTAN PENlTMP.--\.NG UNrr~,r 
DA.!'l A...''\''GKUTA-1\" BAR~~G. 

TENTANG 

PERA TURt.\.l~ DAERAH KOTA PADA.NGSIDII\fPVA.1.'\1' 
NOMOR • 30., T AHUN 2003 

~fonging.:it 

• 

Menimbang • 

PEMERINTAH :K01,A P ADANGSIDl1\1PUAN 



:1. Dacrah adalah Kola Pudangsidimpuan. 
b. Pernerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Otonom yang 

Lti11 sd1;q.•_;1i lhtl:111 F.1,sckulil" Dncr.ih. 
c I );1l.:rah l )10110111 sclanjutnya discbut Dacrah Kesatuan Masyarak at Hukum 

yang mempunyai balas Daerah Lertentu, berwenang mengarur clan 
11n:111.•.11rns l,qK:11li11p.itll 111asym;1kal sctctup.u 1111.:1111rnl prak.usa scncliri 
l,c:rtLt.4!11'1 ... .;111 ;1~1u1:1.•u 1ll:t~,\·n1·11l .. 111 daLu11 lk:1t;111 N1...·p,;u·:1 t..:..cs;1tu;11, l~<.·pub1ik 
l udoucxi a. 

Pasa! 1 

Klffl·:NTl.lAN l.lMUM 

BAB I 

PERA.TURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG 
RETRIBUST TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG U!vflJi\11 DAN 
.'\NCiKlJT:\N B/\R,1\NCi 

MEMllTllSKJ\N : 

Menetapkan 

Dengan persetujuan 

DEYVAK PER\VAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDINIPUA.N 

6. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota 
Padangsidirnpuan (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 84, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4111); ' 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi kegiatan 
Instansi V ertikal di Daerah ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang penyerahan 
sebahagian urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II; · 

9. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05.PW.03 Tahun 1994 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan, Pengangkatan dan Pernberhentian 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil ; 

10. Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu 

Lintas J alan ; 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah Pusat clan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3952); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ; 
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1986 tentang 

Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan 
Pemerintah Daerah ; · 

15. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor Ivl.04.PW.07.03 Tahun 1994 
tcntang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ; 

J Ci. Kcputusan Mentcri Dalam Ncgeri Nomor 72 Tahun 1999 tcntang Pcdornan 
Pengclolaan Terminal Angkutan Penumpang ; 

17. Keputusan Menteri Dalarn Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 tahun 
2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk 
Hukum Daerah; 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 
2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah; 

I 9. Keputusan Menteri Dalarn Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 
2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukurn Daerah; 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nornor 24 Tahun 
2001 ten tang Lembaran Daerah clan Berita Daerah; 

• 



< >hjl:k Rcuihuxi .ulalah I'clavauan Tcnuiual 1\11gkut,111 Pcnumpaug l 'mum clan 
.'\ngkutan Harang. 

Pasal 3 

D1..:nga11 nama Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan 
Isarang dipungut Retribusi atas pelayanan Terminal Angkutan Penumpang 
r l11111m clan Angkutan Barang. 

Pasal 2 

N,\f\'fA. 00.TEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

BAB II 

• 

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
Badan Legislatif Daerah Kota Padangsidimpuan. 

c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Padangsidimpuan, 

f. Kepala Daerah adalah Walikota Padangsidimpuan. 
g. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, 

Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 
Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Lembaga Dana 
Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya. 

h. Kantor Perhubungan Daer ah ada lab Perangkat Daerah Kota yang 
mernbidangi tugas-tugas Perhubungan. 

1. Terminal Angkutan Penumpang . Umum adalah Prasarana Transportasi 
Jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan Penumpang, mengatur 
kedatangan serta keberangkatan Kenderaan Angkutan Penumpang Umum 
yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi. 

J. Terminal Angkutan Barang adalah prasarana Transportasiuntuk keperluan 
menurunkan dan menaikkan barang dan atau tanpa menurunkan dan 
menaikkan barang yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan 
transportasi. 

k. Kenderaan Umum adalah setiap Kenderaan Bermotor yang disediakan 
untuk dipergunakan oleh Umum dengan dipungut bayaran, 

1. Mobil Penumpang Umum adalah setiap Kenderaan bermotor yang 
dilengkapi sebanyak banyaknya 8 (delapan) tempat duduk termasuk tempat 
duduk pengernudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi. 

m. Mobil Bus adalah setiap Kenderaan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 
(delapan) tempat duduk termasuk tempat duduk pengernudi, baik dengan 
maupun tanpa perlengkapan bagasi. 

n. Retribusi Terminal adalah Pungutan Pernerintah Daerah atas pelayanan 
penyediaan fasilitas Terminal Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan 
Harang. 

o. Angkutan Penumpang Umum adalah setiap Kenderaan Bermotor yang 
mengangku t Penurnpang Umum dari suatu temp at ke tempat lainnya tidak 
termasuk kenderaan berrnotor roda tiga, kcnderaan bermotor jenis truk, 
kenderaan bermotor pribadi yang khusus. 
Mobil Pick-up · adalah setiap kenderaan bermotor pengangkut barang 
dcngan daya angkut 2,5 ton ke bawah. 
Mobil Barang adalah setiap kenderaan bermotor pengangkut barang 
dengan daya angkut 2,5 ton keatas . 
Tanda Pembayaran Retribusi Terminal selanjutnya disingkat TPR adalah 
bukti Pernbayaran Retribusi Terminal untuk Kenderaan Penumpang Umu~ 
pada saat memasuki Terminal. 
Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah 
Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang 
terurang. 

p. 

q. 

• r. 

s. 



~;l·li;,p K~:1Hkr;1;111 :\11gk11la11 J>o.;1111mpa11g llmum clan Augkutan Barang yang 
111c111as11ki Termiual harus mcntaati Tata Tertib Penggunaan Terminal yang 
pengaturannva ditetapkan oleh Kepala Daerah dan ketentuan-ketentuan lain 
y;111g bcrlnku da la m Terminal. 

Pasal 8 

(2) Dikecualikun dari ayar (1) terhadap kenderaan angkutan barang sepanjang 
penyediaan fasilitas terminal belum memadai, clan pemungutan Retribusi 
dilakukan disckitar lokasi terminal. 

( 1) Sctiap .1':~mkp11111 Angkutan Penumpang Umurn dan Angkut an Bamng 
yang melintas] ataupun yang.beroperasi di Daerah Kota Padangsidimpuan 
diwajibkan memasuki Terminal yang disediakan. 

Pasal 7 

KEWAJIBAN 

nABV •• 
(3) Kcnderaan Umum Angkutan Barang dimaksud dalam ayat (l) meliputi : 

a. Mobil Pick-up. 
b. Mobil Barang . 

(1) Pengangkutan Penumpang dan Barang dilakukan dengan mempergunakan 
Kenderaan Umum. · 

(2) Kenderaan Angkutan Penumpang Umum sebagaimana dimaksud dalam 
ayat ( 1) meliputi : 
a. Mobil Bus Cepat antar Kota antar Propinsi. 
b. Mobil Bus Lambat antar Kota antar Propinsi. 
c. Mobil Bus antar Kota dalam Propinsi. 
d. Mobil Penumpang Umum antar Kota antar Propinsi. 
e. Mobil Penumpang Umum antar Kota dalam Propinsi. 
f. Mobil Penumpang Umum dalam Kota Padangsidimpuan. 

•• 
Pasal 6 

ANGKUT AN PENUMP ANG UMl.Th-1 DAN BARA.NG 

BAB IV 

( 1) Terminal yang wajib clisinggahi oleh kenderaan Angkutan Penumpang 
Umum clan Angkutan Barang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

(2) Untuk setiap pelayanan Terminal dipungut Retribusi dengan sistem Kupon 
TPR. 

Pasal 5 

TERMINAL 

BAB III 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang melaksanakan usaha 
Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang. 

Pasal 4 



:, 

(]) Pcmunguran Retribusi tidak dapat diborongkan. 
( :1) l~clrih11si dip1111p.11I dcnp.ai1 1111.:.~nggunakan SKRD .uau dnkurnen sah lain 

.\".lllp_ d1p1 I !<,llll.lk,111. 

l'asal 12 

TAT:\ CARA PEivIUNGUTAN 

BAB VIII 

(1) Besarnya Tarif Retribusi Terminal Kenderaan Angkutan Penumpang 
Umum dan Barang di Kata Padangsidimpuan untuk sekali masuk ataupun 
lintas ditetapkan sebagai berikut : · 
a. Mobil Bus Antar Kata Antar Propinsi 

sehesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
b. Mobil Pcnurnpang Antar Kata Antar Propinsi 

sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) 
c. Mobil Bus, Taxi Antar Kata dalam Propinsi 

sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) 
cl. Mobil Penumpang Umum Antar Kata 

dalam Propinsi Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 
e. Mobil Penumpang Umum dalam Kota 

Pac.langsidimpuan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) 
r. Mobil Pick-Up 2,5 Ton ke bawah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 
g. Mobil Barang sedang 

2,5 ton s/d 7 ton Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 
h. Mobil barang 7 ton s/d 14 ton Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) 
i. Mobil bara.ng 14 ton ke atas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 

(2) Pcnetapan tarif Retribusi Terminal didasarkan pada kepentingan 
pemhinann, pcnataan, pemeliharaan clan kebersihan scrta pengawasan 
"lcrtujnn l. scd;1111_1ka11 Rctribusi pcnggunaan Iaailitns lainnya yang acla di 
Terminal didasarkan pada Peratura .. Daerah tcrsencliri. 

(3) Temp111 Pembayar an Retribusi dilakukan di Terminal atau tempat lain yang 
ditctapkan oleh Kcpala Daerah dengan menggunakan TPR. 

, Pasal 11 

BESARNY A T ARIF RETRIBUSI 

BAB VII 

Dilarang bagi kenderaan Angkutan Penumpang Um um dan Angkutan B arang 
berhenti selain di Terminal. 

Pasal 10 

KETENTIJANLARANGAN 

BAB VI 

Setiap Kencleraan Angkutan Penumpang Umum clan Angkutan Barang yang 
memasuki terminal termasuk sebagaimana dimaksud pasal 7 avat (2) 
diwajibkan menycrahkan Kupon TPR kepada Perugas Terminal. 

Pasal 9 



(I) Wajih Rcuibusi yang tidak mclaksanakan kewajibannya sehingga 
merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 
( 1.:11;11n) h11Lm clan arau den cl a scbanyak-banya knya Rp. 5. 000. 000. - (Ii ma 
j111;1 rupiah). 

( .>.) T111d;1k pida11;1 s~bagai111ana dimaksud ayal ( 1) pas.il 1111 adal ah 
pelanggaran. 

Pasal 16 

KJ·:TENTUAN PIDANA 

BAB XII 

( 1) Kepala Daerah clapat memberikan pengurangan, keringanan clan 
pembebasan besarnya Retribusi. 

(2) Tata cam pernbcrian pcngurangan, keringanan clan pembeb asan Rerribusi 
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

Pasal 15 

PENGURANGAN I KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

BAB XI 

( 1) Pengeluaran surat tegurau peringatan, surat lain yang sejenis sebagai awal . 
pelaksanaan penagihan Retribusi di keluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari 
sejak saat jatuh tempo pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran 
peringatan, surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi 
Retribusi yang terutang. 

(3) Surat teguran sebagaimana ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang 
di tunjuk. 

Pasal 14 

TATA CARA PENAGlliAN RETR.IBUSI 

BABX 

( 1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai I lunas sekaligus. 
(2) Pembayaran Retribusi dilakukan ke Kas Daerah atau tempat lain yang 

ditentuk an sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan 
SK.RD. 

(3) Dalarn hal pernbayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil 
penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 
24 jam atau dalarn waktu yang ditentukan lain oleh Kepala Daerah. 

Pasal 13 

TAT A CARA PEMBA Y ARAN RETRIBUSI 

BAB IX 



7 

( 1) Dengan berlakunya Peraruran Daerah ini, maka Peraturan dan ketentuan 
lain yang mengatur hal yang sarna dcngan Pcraturan Dacrah ini dinyatakan 
tidak hcrlal.u lagj. 

(2) Hal-hal yang belum diatur dalarn Peraturan Daerah ini akan ditentuk an dan 
dilclapka11 k cmudi an o lch Kcpala Dacrah. ' 

Pasul 18 

hETENTUAN PENUTUP 

BAB XIV 

(3) Penyidik sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ini memberitahukan 
dimulainya penyidikan, tindakan upaya paksa dan menyampaikan hasil • 
pcnyidikannya kcpada Penuntut Umum hams dan wajib terlebih dahulu 
dikoordinasikan melalui penyidik Pejabat Palisi Negara . Republik 
Indonesia sesuai dengan ketemuan yang diatur dalam Kitab Undang- 
I Tndang (Tukum Ac;1ra Pidana yang hcrlaku. · 

,. 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. Menerirna, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah, 
agar keterangan a tau laporan tersebut menjadi lengkap clan jelas, 

b. Meneliti, mencari clan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribacli atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah, tersebut. 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan 
sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah tersebut. 

cl. Memeriksa buku-buku, . catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah. 

·· e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pernbukuan penyitaan terhadap bahan bukti penyitaan tersebut. 

f. Mernima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
pcnyidikan tindak Pidana dibidang Relribusi Daerah. 

g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang clan atau dokumen yang clibawa sebagaimana dimaksud 
pada huruf c. 

h. Mernotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi 
Daerah. 

t. Mernanggil orang untuk didengar keteragannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi. 

j. Menghentikan penyidikan. 
k, Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak Pidana dibidang Retribusi menurut Hukum yang dapat 
· dipertanggungja wabkan, 

• 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pernerintah Daerah 
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

Pasal 17 

KETENIUAN PENYIDIKAN 

BAB XIII 



··--·--- '-· -·- 

:. ~\J 
Drs. Zl.fI.,Kij;_NAIN NASl.TTT01 

Ditetapkan di Padangsidimpuan 
pada tanggal I ':Z., "'1.A-R £-i :4)03 

\VALIKOTA PADANGSIDilvIPU:\N 

Agar setiap orang clapat mengetahuinya rnemerintahkan pcngunclangnn 
Pcraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lembaran Daerah Kora 
Padangsidirnpuan. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Pasal 19 

'• 



8 

. . ·~\J 
Drs. ZULK.J.;;AIN NASUTION 

W ALIKOT AP ADANGSIDilvIPUAN 

Ditetapkan di Padangsidimpuan 
pada tanggal l'- Mo.nJ; Mop 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya mernerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kora 
Padangsidirnpuan. 

Peraruran Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Pasal 19 

• : '! 


